
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN : 2828-5271 (online)

1640

Pengaruh Sistem Presidensial Terhadap Stabilitas Politik Di
Indonesia: Perspektif Sejarah Dan Kontemporer

Achmad Taufik1, Abdul Bari2, Syaiful Anam3, Hasbullah4, Ria Kasanova5
1,2,3,4,5Universitas Madura

E-mail: Achmad.taufik@unira.ac.id, abdulbari.unira@gmail.com, syaiful.anam@unira.ac.id,
hasbullah@unira.ac.id, kasanovaria@unira.ac.id

Article History:
Received: 19 Oktober 2024
Revised: 08 Desember 2024
Accepted: 10 Desember 2024

Abstract: This research explores the influence of the
presidential system on political stability in Indonesia,
focusing on the challenges and opportunities faced in
the contemporary context. In recent years, changing
political dynamics and social mobilisation through
digital media have influenced patterns of political
participation and polarity in society. Through
qualitative and quantitative analyses, this research
reveals that Indonesia's presidential system, while
providing strong executive power, is often hampered
by issues of political polarity and party
fragmentation. The findings suggest that increased
public participation, particularly among youth, is key
in maintaining political stability. The research also
identifies recent case studies that show how public
policies that are responsive to people's aspirations
can strengthen government legitimacy and create
consensus among different political groups. The
implications of this research suggest that policy
makers need to consider structural reforms in the
political system to address existing challenges and
facilitate broader public engagement. Thus, political
stability can be maintained in the face of the
complexity of dynamic social change in Indonesia.
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PENDAHULUAN
Stabilitas politik merupakan elemen kunci dalam proses pembangunan nasional yang

berkelanjutan. Stabilitas ini berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan lingkungan yang
kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Penelitian menunjukkan bahwa negara-
negara dengan stabilitas politik yang tinggi cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih baik
dan mampu menarik investasi asing (González & Norrman, 2015; Aghion et al., 2020). Di
Indonesia, stabilitas politik menjadi sangat penting mengingat sejarah panjang ketegangan sosial
dan politik yang pernah terjadi, termasuk krisis ekonomi yang berkepanjangan. Oleh karena itu,
pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia
adalah krusial bagi pengambil kebijakan (Mujani & Liddle, 2020).

Sistem presidensial, sebagai salah satu bentuk pemerintahan, memiliki signifikansi yang
besar dalam konteks politik Indonesia. Sejak reformasi 1998, Indonesia telah menerapkan sistem
presidensial yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini
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memberikan kekuasaan eksekutif yang luas kepada presiden, sehingga sangat berpengaruh
terhadap dinamika politik di negara ini (Mujani & Liddle, 2020; Prapto, 2021). Keberhasilan
sistem presidensial dalam menjaga stabilitas politik harus dipertimbangkan, terutama dalam
menghadapi tantangan politik yang kompleks, seperti polarisasi sosial, korupsi, dan masalah
keadilan sosial (Liddle, 2021; Sulistiyanto, 2018).

Namun, penerapan sistem presidensial di Indonesia tidak tanpa tantangan. Berbagai
penelitian menunjukkan bahwa sistem ini seringkali menciptakan ketegangan antara lembaga
eksekutif dan legislatif, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas politik (Zubaidah &
Djalal, 2019; Gunawan & Alatas, 2022). Selain itu, dinamika politik kontemporer yang
melibatkan media sosial dan partisipasi masyarakat dalam proses politik semakin memperumit
gambaran stabilitas politik di Indonesia (Henderson, 2020; Ismail, 2023). Oleh karena itu,
analisis yang komprehensif terhadap pengaruh sistem presidensial terhadap stabilitas politik perlu
dilakukan untuk memahami situasi saat ini dan merumuskan langkah-langkah ke depan yang
lebih efektif.

Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah dua pertanyaan utama:
Pertama, apa pengaruh sistem presidensial terhadap stabilitas politik di Indonesia? Kedua,
bagaimana perspektif sejarah dan kontemporer mempengaruhi pemahaman kita mengenai
pengaruh tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi panduan dalam menganalisis data
dan informasi yang relevan untuk mencapai kesimpulan yang berbasis bukti (Martha & Abdullah,
2021).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sistem presidensial terhadap
stabilitas politik di Indonesia serta mengeksplorasi perubahan dalam perspektif sejarah dan
kontemporer. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas politik melalui
lensa sistem presidensial, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti
bagi pengembangan teori politik dan praktik kebijakan di Indonesia (Irawan, 2021). Penelitian ini
juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem
pemerintahan dan stabilitas politik di negara-negara lain.
METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan dan
menganalisis pengaruh sistem presidensial terhadap stabilitas politik di Indonesia. Pendekatan
deskriptif memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang rinci mengenai variabel
yang diteliti, serta memahami konteks dan dinamika yang mempengaruhi hubungan antara sistem
presidensial dan stabilitas politik (Babbie, 2021). Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan
untuk menyajikan temuan yang dapat membantu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan
yang berbasis pada bukti empiris, sekaligus memperkaya wacana akademik mengenai politik
Indonesia (Creswell, 2014).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup sumber data primer dan
sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan para ahli dan
pengamat politik, yang memberikan perspektif langsung mengenai isu-isu yang dihadapi dalam
sistem presidensial di Indonesia. Sementara itu, sumber data sekunder meliputi dokumen resmi,
laporan penelitian, dan literatur akademik yang relevan, yang akan dianalisis secara sistematis
menggunakan alat dan instrumen analisis dokumen (Bowen, 2009). Penggunaan kedua sumber
data ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang
pengaruh sistem presidensial terhadap stabilitas politik di Indonesia.

Dalam analisis data, penelitian ini mengadopsi metode analisis kualitatif. Metode ini
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memungkinkan peneliti untuk mengekstrak makna dari data yang telah dikumpulkan, dengan
fokus pada konteks sosial dan politik yang lebih luas (Saldana, 2016). Melalui analisis kualitatif,
peneliti dapat mengidentifikasi tema-tema dan pola-pola yang muncul dalam data, serta
merumuskan argumen yang didukung oleh bukti empiris. Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai hubungan antara sistem
presidensial dan stabilitas politik, sekaligus memberikan rekomendasi yang relevan untuk
pengembangan kebijakan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaruh Sistem Presidensial Terhadap Stabilitas Politik

Hasil analisis data menunjukkan bahwa sistem presidensial memiliki pengaruh signifikan
terhadap stabilitas politik di Indonesia. Temuan ini didasarkan pada pengamatan terhadap
dinamika politik yang berlangsung sejak reformasi 1998, di mana presiden sebagai pemimpin
eksekutif memegang kekuasaan yang besar dalam pengambilan keputusan politik. Sebagai contoh,
analisis menunjukkan bahwa keberhasilan presiden dalam menjalankan program-program
kebijakan publik secara efektif sering kali berhubungan langsung dengan tingkat dukungan
politik yang diterima dari partai-partai di parlemen (Liddle, 2021; Mujani & Liddle, 2020).
Ketidakmampuan presiden untuk membangun koalisi yang kuat dapat menyebabkan
ketidakpastian politik dan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan (Zubaidah & Djalal,
2019).

Selain itu, stabilitas politik di Indonesia juga dipengaruhi oleh pola interaksi antara
eksekutif dan legislatif. Temuan menunjukkan bahwa ketegangan antara dua lembaga ini sering
kali berimplikasi pada efisiensi proses pengambilan keputusan politik, yang pada gilirannya dapat
mempengaruhi citra dan legitimasi pemerintahan (Martha & Abdullah, 2021). Misalnya, dalam
situasi di mana presiden menghadapi penolakan dari parlemen, hal ini dapat mengakibatkan
stagnasi dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap
pemerintah (Prapto, 2021). Sebaliknya, kolaborasi yang baik antara presiden dan legislatif dapat
meningkatkan stabilitas dan legitimasi politik, menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk
investasi dan pertumbuhan ekonomi (González & Norrman, 2015).

Diskusi tentang implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa penguatan sistem
presidensial di Indonesia perlu mempertimbangkan pentingnya mekanisme checks and balances
antara lembaga-lembaga negara. Dalam konteks ini, upaya untuk memperkuat peran lembaga
legislatif dalam proses pembuatan kebijakan akan menjadi krusial untuk menjaga stabilitas politik
(Henderson, 2020). Peneliti mencatat bahwa ketika legislatif memiliki kemampuan untuk
mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif kepada eksekutif, maka hal ini tidak
hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik
(Ismail, 2023).

Lebih jauh lagi, temuan ini menunjukkan bahwa dinamika sosial dan politik kontemporer,
termasuk pengaruh media sosial, juga berperan dalam membentuk stabilitas politik. Partisipasi
masyarakat yang semakin meningkat melalui platform digital dapat mempengaruhi cara
pemerintah merespons isu-isu publik (Creswell, 2014). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah
untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dengan publik, memperkuat
transparansi, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem presidensial yang ada
(Irawan, 2021).
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Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan
untuk merumuskan strategi yang lebih inklusif dan kolaboratif dalam sistem presidensial di
Indonesia. Mengingat pentingnya dukungan publik terhadap stabilitas politik, peneliti
menekankan perlunya dialog yang konstruktif antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil
untuk menciptakan konsensus dalam pengambilan keputusan politik (Aghion et al., 2020).
Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem presidensial dan, pada akhirnya,
meningkatkan stabilitas politik di Indonesia.
B. Perspektif Sejarah

Analisis perbandingan antara masa lalu dan saat ini menunjukkan bahwa stabilitas politik
di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan perkembangan sistem
presidensial. Pada era Orde Baru, stabilitas politik ditandai oleh dominasi kekuasaan presiden dan
pengendalian yang ketat terhadap berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial.
Meskipun hal ini menciptakan suasana stabilitas jangka pendek, namun kebijakan otoriter yang
diterapkan juga mengakibatkan munculnya berbagai ketidakpuasan yang berujung pada reformasi
1998 (Hoffmann & Usman, 2019). Reformasi tersebut membuka jalan bagi demokratisasi dan
memberikan peluang bagi partisipasi politik yang lebih luas, namun juga membawa tantangan
baru terkait dengan keragaman kepentingan yang sulit dikelola di tingkat pemerintahan (Liddle,
2021).

Dalam konteks ini, penting untuk mencermati faktor-faktor yang mempengaruhi
perubahan stabilitas politik di Indonesia. Pertama, perubahan konstelasi politik global setelah
Perang Dingin memberikan dampak signifikan terhadap dinamika politik domestik. Munculnya
berbagai gerakan demokrasi di berbagai belahan dunia mendorong perubahan struktural di
Indonesia, yang pada akhirnya memaksa pemerintah untuk melakukan reformasi politik yang
lebih inklusif (Buehler, 2016). Selain itu, globalisasi juga membawa dampak terhadap partisipasi
masyarakat, di mana akses informasi yang lebih luas melalui media dan teknologi komunikasi
memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses politik (Henderson, 2020).

Selanjutnya, faktor ekonomi juga memainkan peranan penting dalam mempengaruhi
stabilitas politik. Krisis ekonomi Asia 1997-1998 tidak hanya memicu reformasi politik, tetapi
juga memperlihatkan ketergantungan antara stabilitas ekonomi dan stabilitas politik (Sukma,
2018). Penurunan daya beli masyarakat dan tingginya tingkat pengangguran menyebabkan
meningkatnya ketidakpuasan terhadap pemerintah, yang pada gilirannya memicu gerakan protes
dan tuntutan perubahan politik. Dalam konteks ini, keberhasilan pemerintah dalam mengelola
ekonomi pasca-reformasi menjadi salah satu kunci dalam menjaga stabilitas politik (Aspinall &
Berenschot, 2019).

Masyarakat sipil juga telah berkembang secara signifikan sejak reformasi, di mana
organisasi-organisasi non-pemerintah dan gerakan sosial memainkan peran penting dalam
mempengaruhi kebijakan publik. Keberadaan kelompok-kelompok ini memberikan platform bagi
masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka, sehingga menciptakan tekanan bagi pemerintah
untuk lebih responsif terhadap kebutuhan publik (Rizal, 2021). Dalam konteks ini, keberadaan
masyarakat sipil yang aktif berkontribusi pada stabilitas politik dengan mendorong transparansi
dan akuntabilitas dalam pemerintahan (Muhtadi & Safira, 2020).

Pentingnya memahami perspektif sejarah dalam analisis stabilitas politik di Indonesia
terletak pada kemampuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari perubahan
kebijakan dan kondisi sosial. Dengan memahami hubungan antara konteks historis dan
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perkembangan politik saat ini, peneliti dapat lebih baik menjelaskan tantangan-tantangan yang
dihadapi oleh sistem presidensial di Indonesia (Keklik & Duran, 2023). Akhirnya, upaya untuk
menjaga stabilitas politik di masa depan harus mempertimbangkan pelajaran yang dipetik dari
sejarah, dengan merumuskan kebijakan yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan
meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik.
C. Perspektif Kontemporer

Sistem presidensial di Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang
memengaruhi stabilitas politik. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya polarisasi
politik di kalangan masyarakat, yang sering kali diperburuk oleh perbedaan ideologis dan
kepentingan kelompok. Dalam konteks ini, politik identitas memainkan peran penting dalam
memengaruhi dinamika pemilu dan interaksi antar partai politik, di mana dukungan berbasis
identitas etnis, agama, dan budaya menjadi semakin menonjol (Setiawan & Irwan, 2020). Hal ini
menyebabkan potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas politik dan memperumit proses
pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan (Mujani, 2021).

Tantangan lain yang signifikan adalah munculnya gerakan-gerakan sosial yang menuntut
perubahan kebijakan. Misalnya, aksi protes yang dipicu oleh isu-isu lingkungan dan
ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah telah menciptakan tekanan yang kuat
pada sistem presidensial (Mazzolini et al., 2021). Gerakan ini sering kali bersifat transnasional
dan dipengaruhi oleh perkembangan global, sehingga memerlukan respons yang adaptif dan
inklusif dari pemerintah untuk menjaga stabilitas politik dan sosial (Robinson, 2020). Dalam
konteks ini, pemerintah perlu mengembangkan mekanisme dialog yang konstruktif dengan
masyarakat untuk mencegah potensi konflik yang lebih besar di masa depan.

Studi kasus terbaru yang dapat dicermati adalah pemilihan umum 2019, yang
menunjukkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh sistem presidensial. Dalam
pemilihan tersebut, strategi kampanye yang mengandalkan isu-isu sensitif, seperti agama dan
identitas, menciptakan polarisasi yang dalam di antara pemilih (Kusnadi, 2020). Meskipun
pemerintah berhasil mempertahankan stabilitas politik pasca pemilihan, dampak dari polarisasi
ini masih terasa hingga saat ini, dengan meningkatnya ketegangan antara kelompok-kelompok
yang berbeda dalam masyarakat. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi politik yang lebih
inklusif dan berbasis pada dialog antar kelompok untuk mengurangi ketegangan tersebut
(Henderson & Hatley, 2022).

Dampak dari tantangan ini terhadap stabilitas politik juga terlihat pada hubungan antara
presiden dan legislatif. Ketidakpastian politik yang diakibatkan oleh ketidakpuasan publik
terhadap kebijakan tertentu dapat mengakibatkan penurunan dukungan bagi presiden dari partai-
partai koalisi di parlemen. Penurunan ini dapat memengaruhi kemampuan presiden dalam
mengimplementasikan agenda kebijakan yang diinginkan, sehingga menciptakan kondisi yang
berpotensi tidak stabil (Benedict, 2021). Dalam hal ini, keberhasilan pemerintah dalam
mempertahankan koalisi yang solid sangat tergantung pada kemampuannya untuk merespons
aspirasi masyarakat secara efektif.

Selain itu, peran media sosial dalam politik kontemporer di Indonesia juga patut dicatat.
Media sosial telah menjadi alat penting bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan
mengorganisir gerakan protes (Chaniago & Sunarno, 2022). Meskipun demikian, fenomena ini
juga membawa risiko, seperti penyebaran berita palsu dan hoaks yang dapat merusak
kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan memperburuk polarisasi politik (Taufik et
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al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk
meningkatkan literasi digital serta mengatasi masalah informasi yang menyesatkan.

Akhirnya, perspektif kontemporer menunjukkan bahwa sistem presidensial di Indonesia
harus beradaptasi dengan dinamika politik dan sosial yang terus berubah. Pemerintah perlu
merumuskan kebijakan yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat agar
dapat mempertahankan stabilitas politik di tengah tantangan yang ada. Dialog yang konstruktif
antara pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya akan menjadi
kunci dalam menciptakan lingkungan politik yang stabil dan harmonis di Indonesia (Friedman et
al., 2023).

KESIMPULAN
Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sistem presidensial di Indonesia memiliki

pengaruh yang kompleks terhadap stabilitas politik, yang terlihat dari berbagai tantangan yang
dihadapinya baik dari perspektif sejarah maupun kontemporer. Pertama, meskipun sistem
presidensial memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan efisien, polarisasi politik yang
meningkat serta tantangan dari media sosial dan mobilisasi masyarakat menunjukkan adanya
ketidakstabilan yang harus diwaspadai. Selain itu, analisis perbandingan antara kondisi politik di
masa lalu dan saat ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti politik identitas dan gerakan
sosial berperan penting dalam membentuk dinamika politik yang ada. Temuan ini mempertegas
pentingnya pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan politik yang lebih luas untuk
menganalisis stabilitas politik di Indonesia secara efektif.

Implikasi dari penelitian ini menuntut pengambil kebijakan untuk mengembangkan
pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Rekomendasi yang
dapat diberikan adalah pentingnya menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah
dan masyarakat sipil guna meredakan ketegangan politik dan mendorong partisipasi aktif dalam
pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi
dampak media sosial terhadap dinamika politik dan bagaimana perubahan global dapat
mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia. Dengan memahami kompleksitas dan tantangan
yang ada, diharapkan penelitian mendatang dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif
untuk memperkuat sistem presidensial dan menjaga stabilitas politik di tanah air.
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